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ABSTRAK 

 

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Salah satu kasus yang menarik adalah terjadinya korupsi pembangunan 

gedung kebudayaan Sumatera Barat. Terdakwa diputus bebas oleh PN Padang, 

dan ternyata diputus pemidanaan oleh Mahkamah Agung. Permasalahan dalam 

Penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pe rmberlaan terrdakwa gunag mermburktikan 

dirinya tidak be rrsalah terrhadap Pu rtursan Nomor: 28/Pid.Surs-TPK/2023/PN Pdg? 

2) Bagaimanakah perrtimbangan hakim dalam mermurturskan Purtu rsan Nomor: 

28/Pid.Surs-TPK/2023/PN Pdg? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 

Peneliti menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan studi dokumen. 

Data dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian: 1) Pembelaan terdakwa 

guna membuktikan dirinya tidak bersalah terrhadap Pu rtursan Nomor: 28/Pid.Surs-

TPK/2023/PN Pdg tidak ada lagi hal yang menjadikan kewajiban PT TTP kepada 

pemerintah Sumatera Barat. 2) Pertimbangan hakim dalam me rmurtu rskan Pu rtursan 

Nomor: 28/Pid.Surs-TPK/2023/PN Pdg berdasarkan pada surat dakwaan, tuntutan, 

alat bukti, dan barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan isi dari Pasal 

tersebut baik dalam dakwaan primer, subsidair dan lebih subsidair. Maka tidak 

terdapat perbuatan melawan hukum dan tindakan penyalahgunaan  wewenang dan 

Kerugian Keuangan Negara sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan 

Penuntut Umum oleh Majelis Hakim. 

 

 

Kata Kunci: Korupsi, Putusan Bebas, Kerugian Keuangan Negara. 
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ABSTRACT 

  

Corruption in Indonesia is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 

20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 

31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. One interesting case is the 

corruption in the construction of the West Sumatra cultural building. The 

defendant was acquitted by the Padang District Court, and was sentenced by the 

Supreme Court. The problems in this study are: 1) How is the defendant's defense 

to prove his innocence against Decision Number: 28 / Pid.Sus-TPK / 2023 / PN 

Pdg? 2) How is the judge's consideration in deciding Decision Number: 28 / 

Pid.Sus-TPK / 2023 / PN Pdg? This research is a normative legal research. The 

researcher uses secondary data, in the form of primary legal materials, secondary 
legal materials and tertiary legal materials. Data was collected by document 

study. Data was analyzed qualitatively. Results of the study: 1) The defendant's 

defense to prove his innocence against Decision Number: 28/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Pdg no longer has anything that makes PT TTP obligated to the 

West Sumatra government. 2) The judge's considerations in deciding Decision 

Number: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg are based on the indictment, demands, 

evidence, and evidence, the Panel of Judges considers the contents of the Article 

both in the primary, subsidiary and more subsidiary charges. So there are no 

unlawful acts and acts of abuse of authority and State Financial Losses so that the 

defendant is acquitted of all Public Prosecutor's Charges by the Panel of Judges. 
 

 

Keywords: Corruption, Free Decision, State Financial Losses. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonersia merrurpakan nergara yang berrdasarkan atas hurkurm, yang dapat 

diartikan bahwa Nergara Indonersia adalah Nergara hurkurm yang terrcanturm 

dalam Pasal 1 Ayat (3) Urndang-Urndang Dasar 1945. Furngsi hurkurm adalah 

urnturk mernjamin kerterraturran dan kerterrtiban masyarakat.
1
 Di dalam hurkurm  

diaturr merngernai sergala perrburatan yang dilarang dan perrburatan yang di 

perrintahkan kerpada serlurrurh rakyat Indonersia. Salah satur perrburatan yang  

dilarang olerh hurkurm yang dapat mernimburlkan kerrersahan di dalam masyarakat  

dan mermiliki dampak yang nergatif, mermbahayakan stabilitas dan keramanan    

masyarakat, mermbahayakan permbangurnan sosial erkonomi jurga politik, serrta  

dapat merrursak nilai-nilai dermokratis dan moralitas di Indonersia adalah 

korurpsi. 

Mernurrurt hurkurm di Indonersia, perngerrtian korurpsi adalah perrburatan 

merlawan hurkurm derngan maksurd mermperrkaya diri serndiri/orang lain, baik 

perrorangan maurpurn korporasi, yang dapat merrurgikan kerurangan nergara/ 

perrerkonomian nergara. Mernurrurt Kamurs Bersar Bahasa Indonersia, perngerrtian 

korurpsi adalah pernyerlerwerngan ataur pernyalahgurnaan urang nergara (perrursahaan, 

organisasi, yayasan, dan serbagainya) urnturk kerurnturngan pribadi ataur orang 

lain.
2
 

                                                      
1
 Mochtarr Kusumarartmardjar darn Arrief Sidharrtar, 2000,  Pengarnta rr Ilmu Hukum Suartu 

Pengenarlarn Perta rma r Ruarng Lingkup Berlarkunyar Ilmu Hukum, Arlumni, Barndung, hlm 50. 

2
 DorarArmarliar (Pemimpin Redarksi), 2017, Ka rmus Besa rr Ba rha rsa r Indonesia r, Edisi 

kelima r,ceta rkarn ke 7, Ba rda rn Pengembarngarn darn Pembinara rn Ba rharsa r Kementeria rn Pendidika rn darn 
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Tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTK) disebutkan “Setiap orang 

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 

Dalam Pasal 3 disebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
3
 

Korurpsi mernjadi suratur prilakur yang terrmasurk serbagai “Erxtra Ordinary 

Crimer) kerjahatan lurar biasa. Hal ini tidak saja karerna modurs ataurpurn terknik 

sistermatis yang digurnakan, tertapi jurga akibat yang timburl berrsifat paralerl serrta 

merrursak serlurrurh sisterm kerhidurpan, dalam sergi erkonomi, politik, sosial burdaya 

dan burkan hanya itur saja merlainkan jurga sampai pada kerrursakan moral serrta 

                                                                                                                                                 
Kebudarya ra rn RI, PN Barlari Pustarkar, Jarkarrtar, hlm 880. 

3
 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami Untuk Membasmi, Buku 

PanduanUntuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hlm.16-17. 
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merntal di masyarakat.
4
 

Perngadilan merrurpakan lermbaga perradilan yang mernjadi harapan 

masyarakat urnturk mermperrolerh keradilan merlaluri aktivitas hakim yang 

mermiliki perranan pernting dalam mermerriksa dan mermurturs suratur perrkara yang 

diajurkan ker perngadilan. Purtursan perngadilan serbagai tolak urkurr bagi cerrminan 

keradilan. Hakim dalam mermurturs perrkara mermiliki kerberbasan karerna 

kerdurdurkan hakim sercara konstitursional dijamin olerh Urndang-Urndang Dasar 

Nergara Rerpurblik Indonersia Tahurn 1945 dalam Pasal 24 merngaturr bahwa: 

“Kerkurasaan Kerhakiman merrurpakan kerkurasaan yang merrderka urnturk 

mernyerlernggarakan perradilan gurna mernergakkan hurkurm dan keradilan, artinya 

terrlerpas dari perngarurh dan campurr tangan kerkurasaan permerrintah”. Hal ini 

sersurai derngan ciri dari nergara hurkurm yakni terrdapat suratur kermerrderkaan hakim 

yang berbas, tidak mermihak dan tidak diperngarurhi olerh kerkurasaan erkserkurtif 

dan lergislatif. Namurn dalam kerberbasan terrserburt hakim tidak bolerh merlakurkan 

tindakan serwernang-wernang terrhadap suratur perrkara yang ditanganinya karerna 

hakim terrikat olerh aturran hurkurm yang berrlakur.
5
 

Dalam Urndang-Urndang Nomor 8 Tahurn 1981 terntang Hurkurm Acara 

Pidana (KUrHAP) dikernal 3 (tiga) macam purtursan hakim pidana yang diaturr 

dalam Pasal 191 Ayat (1), (2) dan Pasal 193 Ayat (1) KUrHAP. Macam 

purtursan hakim pidana yang diaturr dalam KUrHAP yaitur: 

 

                                                      
4
 Indrar Kumarlarsarri, Munhe, 2018, Arnarlisis Yuriduis Tindark Pidarnar Korupsi yarng 

Dilarkukarn Oleh Arparrartul Sipil Negarrar Ditinjaru da rlarm UU Nomor 5 Tarhun 2014 tentarng Arparrartur 

Sipil Negarrar, Jurna rl Hukum Ka rida rh: Mediar Komunika rsi da rn Informarsi Hukum da rn Ma rsya rra rka rt, 

Universitars Islarm Sumarterar Utarmar. 

5
 Fitriardilar, Dhiar Sarlsarbilar, 2022,  Arna rlisis Putusa rn Beba rs Terha rda rp Pelarku Tindark 

Pidarna r Korupsi Nomor Putusa rn : 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb darn 11/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Jmb. S1 thesis, Ilmu Hukum. 
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1. Purtursan Berbas (Vrijspraak)  

Purtursan berbas dirurmurskan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUrHAP 

merngatakan bahwa serbagai berrikurt:  

“Jika perngadilan berrperndapat bahwa dari hasil permerriksaan di sidang,   

kersalahan terrdakwa atas perrburatan yang didakwakan kerpadanya tidak 

terrburkti sercara sah dan meryakinkan, maka terrdakwa  dipurturs  berbas”. Yang  

dimaksurd derngan “perrburatan yang didakwakan kerpadanya tidak terrburkti    

sercara sah dan meryakinkan” adalah  tidak  curkurp  terrburkti mernurrurt  hakim  

atas dasar permburktian derngan mernggurnakan alat burkti mernurrurt kerternturan 

hurkurm acara pidana.    

Hakim mernjaturhkan purtursan yang berrurpa purtursan berbas, apabila 

serterlah merlaluri permerriksaan di derpan perrsidangan mernermuri hal-hal serbagai 

berrikurt: 

a. Tidak mermernurhi asas permburktian mernurrurt Urndang-Undang sercara 

nergatif. Permburktian yang diperrolerh diperrsidangan, tidak curkurp 

mermburktikan  kersalahan  terrdakwa dan  serkaligurs  kersalahan  terrdakwa 

yang tidak  curkurp  terrburkti  itur,  tidak diyakini olerh hakim. 

b. Tidak mermernurhi asas batas minimurm permburktian. Berrtitik tolak  dari  

kerdura asas dalam  Pasal 183 KUrHAP dihurburngkan derngan Pasal 192  

Ayat (1) KUrHAP, bahwa purtursan berbas pada urmurmnya didasarkan    

pada pernilaian dan perndapat hakim: 

1) Kersalahan yang didakwakan kerpada terrdakwa sama serkali tidak  

terrburkti,  sermura  alat  burkti yang diajurkan ke rperrsidangan tidak dapat 

mermburktikan kersalahan terrdakwa. Berrarti perrburatan yang di 
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dakwakan tidak  terrburkti  sercara  sah  dan meryakinkan.  

2)  Sercara nyata hakim mernilai, permburktian kersalahan yang di dakwakan 

tidak mermernurhi kerternturan batas minimurm permburktian. 

3) Serkalipurn sercara formal kersalahan terrdakwa dapat dinilai curkurp   

terrburkti, namurn nilai permburktian yang curkurp ini lurmpurh apabila  

tidak didurkurng olerh keryakinan hakim. Jadi, hakim harurs jerli dan   

cerrmat dalam merlihat argurmerntasi Jaksa Pernurnturt Urmurm baik  

merngernai kersalahan terrdakwa, perrburatan yang didakwakan  terrhadap  

terrdakwa, dan alat-alat burkti yang ada, serrta argurmerntasi pernaserhat  

hurkurm dalam mermberla terrdakwa. Serhingga serberlurm purtursan 

dijaturhkan, perrtimbangan hakim berturl-berturl meryakinkan. Karerna jika 

tidak meryakinkan ataur mernimburlkan kerragur-raguran, hakim wajib 

mermberbaskan terrdakwa, serhingga purtursan berbas jurga bisa   

didasarkan atas pernilaian bahwa  kersalahan  yang  terrbu rkti  itur  tidak  

diikurti olerh keryakinan hakim, serhingga nilai permburktian yang  curkurp  

ini  akan  lurmpurh dan terrdakwa harurs dipurturs berbas.
6
 

2. Purtursan Lerpas dari sergala Turnturtan Hurkurm  

Purtursan lerpas dari sergala turnturtan hurkurm ini diatu rr dalam Pasal   

191 Ayat (2) KUrHAP mernyatakan bahwa  “Jika  perngadilan berrperndapat 

bahwa perrburatan yang didakwakan kerpada terrdakwa terrburkti, tertapi 

perrburatan itur tidak merrurpakan suratur tindak pidana, maka terrdakwa dipurturs   

lerpas dari sergala turnturtan hurkurm”. Terrdakwa dilerpas dari sergala turnturtan 

                                                      
6
 M.  Yarhyar  Harrarharp, 2003,  Pembarharsa rn  Permarsa rla rha rn  darn Penerarpa rn KUHA rP, 

Sinarr Grarfikar, Jarka rrtar , hlm 72. 
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hurkurm dapat diserbabkan karerna salah satur serburtan hurkurm pidana yang 

didakwakan tidak cocok derngan tindak pidana. 

3. Purtursan Permidanaan 

 Bernturk purtursan permidanaan diaturr dalam Pasal 193 Ayat (1)  

KUrHAP mernyatakan bahwa “Jika Perngadilan berrperndapat bahwa 

terrdakwa berrsalah  merlakurkan tindak pidana yang didakwakan kerpadanya, 

maka perngadilan mernjaturhkan pidana”. Permidanaan berrarti terrdakwa 

dijaturhi hurkurman pidana sersurai derngan ancaman yang diternturkan dalam 

pasal tindak  pidana yang didakwakan.  Syarat Sah dan Isi Purtursan Pasal 

195 KUrHAP mernyatakan bahwa “Sermura Purtursan Perngadilan hanya sah 

dan  mermpurnyai kerkuratan hurkurm apabila diurcapkan di sidang terrburka 

urnturk urmurm”.   

Salah satur contoh Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Hakim yakni 

dalam kasus proyerk permbangurnan gerdurng kerburdayaan Su rmaterra Barat. 

Dalam tahap permbangurnan gerdurng terrserburt terrdakwa AS (serbagai pernerrima 

kurasa dari Direrkturr PT TTP) mernggurnakan urang murka terrserburt urnturk 

perkerrjaan perndahurluran dan permbayaran urang murka spacer framer serbersar Rp. 

4.600.000.000,- (ermpar miliar ernam raturs jurta rurpiah). Namurn Faktanya dari 

perncarian urang murka terrserburt, Terrdakwa hanya mermbayar urang murka kerpada 

PT. GTP serlakur verndor spacer Framer serbersar Rp. 2.100.000.000,- (dura miliar 

serraturs jurta rurpiah) serdangkan sisa urang murka terrserburt diperrgurnakan terrdakwa 

tidak sersurai derngan perngajuran pernggu rnaaan urang murka dari syarat urang murka 

yang serharu rsnya dibayarkan yaitur serbersar Rp. 3.256.000.000,- (tiga miliar dura 

raturs lima purlurh ernam jurta rurpiah). Atas perrburatan terrdakwa yang tidak 
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merngurrurs dan mernjalankan perkerrjaan terrserburt sersurai derngan perngajuran urang 

murka serhingga perkerrjaan Spacer Framer tidak terrlaksana dan tidak serlersai.  

Adapurn akibat dari pernyalagurnaan kerwernangan dan kerdurdurkan 

terrdakwa, ditermuri bahwa adanya kerrurgian kerurangan nergara serbersar Rp. 

731.699.189,22. (turjurh raturs tiga purlurh satur jurta ernam raturs sermbilan purlurh 

sermbilan ribur serraturs derlapan purlurh sermbilan koma dura purlurh dura rurpiah). 

Berrdasarkan urraian latar berlakang diatas pernurlis terrtarik urnturk 

merlakurkan pernerlitianyang diturangkan dalam bernturk karya turlis berrbernturk 

skripsi derngan jurdurl “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus 

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah permberlaan terrdakwa gunag mermburktikan dirinya tidak 

berrsalah terrhadap Purtursan Nomor: 28/Pid.Surs-TPK/2023/PN Pdg? 

2. Bagaimanakah perrtimbangan hakim dalam mermurturskan Purtursan Nomor: 

28/Pid.Surs-TPK/2023/PN Pdg? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Urnturk mernganalisis permberlaan terrdakwa guna membuktikan dirinya tidak 

bersalah terhadap Purtursan Nomor: 28/Pid.Surs-TPK/2023/PN Pdg. 

2. Urnturk mernganalisis perrtimbangan hakim dalam memutuskan Purtursan 

Nomor: 28/Pid.Surs-TPK/2023/PN Pdg. 

D. Metode Penelitian 

Dalam rangka merndurkurng analisis urnturk mernermu rkan jawaban 

terrhadap ru rmursan masalah dalam pernerlitian ini, maka pernurlis berrursaha 
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mernertapkan mertoder yang akan digurnakan serbagai pisaur merngkolaborasikan 

dan informasi, agar hasil permbahasan dapat diperrtanggurngjawabkan serbagai 

serburah pernerlitian yang ilmiah. Mertoder yang digurnakan dalam penerlitian ini 

adalah serbagai berrikurt: 

1. Jenis Penelitian 

Jernis pernerlitian dalam pernu rlisan skripsi ini adalah dilakurkan sercara 

yu rridis normatif, karerna perrmasalahan yang diterliti dan dikaji berrpergang 

pada asperk yurridis normatif yaitur berrdasarkan asas-asas hurkurm, perraturran 

dan purtu rsan perngadilan, objerk purtursan ini adalah purtursan perngadilan. 

Pada pernerlitian hurkurm normatif hu rkurm dikonserpsikan serbagai law as it is 

decided by jurdgers throurgh jurdicial procerss, yang berrtolak dari pandangan 

bahwa hurkurm adalah apa yang dipurturskan olerh hakim. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Dalam pernerlitian ini surmberr data yang digurnakan adalah: 

a. Bahan Hurkurm Primerr, yaitu r bahan-bahan hurkurm yang merngikat, 

serperrti perraturran perrurndang-urndangan dan yurrisprurdernsi diantaranya:   

1) Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 1 Tahurn 1946 terntang 

Perraturran Hurkurm Pidana; 

2) Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 8 Tahurn 1981 terntang 

Hurkurm Acara Pidana; 

3) Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 20 Tahurn 2001 

terntang Perrurbahan atas Urndang- Urndang Nomor 31 Tahurn 1999 

terntang Pemberantasan Tindak Pidana korurpsi; 

4) Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 1 Tahurn 2023 terntang 
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Kitab Urndang-Urndang Hu rkurm Pidana; 

5) Putusan Pengadilan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pdg; 

b. Bahan Hurkurm Serkurnderr, yaitur bahan hurkurm yang mermberrikan 

pernjerlasan merngernai bahan hu rkurm primerr antara lain: Literraturr ataur 

hasil pernurlisan yang berrurpa hasil pernerlitian yang terrdiri dari burkur-

burku r dan jurrnal-jurrnal ilmiah. Hasil karya dari kalangan pratisi hurkurm 

dan turlisan-turlisan para pakar, terori-terori hurkurm dan perndapat-

perndapat sarjana merlaluri literraturr yang dipakai. 

c. Bahan hurkurm terrsierr, yaitur bahan-bahan yang mermberri perturnjurk 

maurpurn pernjerlasan terrhadap bahan hurkurm primerr dan bahan hurkurm 

serku rnderr. Pernerlitian ini mernggurnakan kamurs hurkurm dan kamurs 

bahasa Indonersia. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Terknik perngurmpurlan bahan hurkurm dalam pernerlitian ini didasarkan 

pada bahan hurkurm kerpurstakaan. Perngurmpurlan bahan hurkurm dilakurkan 

derngan merlakurkan pernerlursurran bahan-bahan hurkurm primerr, bahan hurkurm 

serkurnderr dan bahan hurkurm terrsierr. Pernerlitian kerpurstakaan ini akan 

mermbahas dan urraian sercara naratif dari burkur-burkur literraturr sersurai derngan 

Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 1 Tahu rn 2023 te rntang Kitab 

Hurkurm Pidana, Urndang-Urndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahurn 

2001 terntang Perrurbahan Atas Urndang-Urndang Nomor 31 Tahurn 1999 

terntang Permberrantasan Tindak Pidana Korurpsi. 
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4. Teknik Analisis Data 

 Data yang dikurmpurlkan akan disursurn dan dianalisis sercara 

kuralitatif, yaitur data dianalisis dan hasil analisis disajikan sercara sistermatis 

sersurai derngan perrmasalahan yang pernerliti lakurkan derngan mernjerlaskan 

sercara derskriptif hasil data yang diperrolerh serrta dilakurkannya perngambilan 

kersimpu rlan. Mernurrurt Abdurlkadir Murhamad, analisa kuralitatif yaitur data 

yang diperrolerh baik dari pernerlitian kerpurstakaan kermurdian digaburngkan 

derngan masalah yang akan diterliti mernurrurt kuraliatas dan kerbernaran 

serhingga akan mernjawab perrmasalahan yang ada. 

 

 


